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PEJ\fERlNTAH KABUPATF.:N KUDUS 

PJm ..-\TURAN DAE.RM-I KA BUP ATEN KUDUS 

NOMOR 17 T AHUN 2000 

TENTANG 

PEl\,ffiEf•.ffUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATIKUDUS, 

Menirnbang 

Menginga1 

,1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 22 
Tahun 1999 lentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatw- Pembentukan, 
Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan ; 

b. bahwa schubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah ; 

I. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentu.kan Daerah
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; 

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3839 ) ; 

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3952) ; 

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan 
Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, 
Peratw·an Pemeti.ntah clan Rancangan Keputusan Presiden ; 

6. Peratw·a11 ... .. 
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6. Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang 
Pcncabutan Beberapa Peraturan Menlcri Dalam Negeri, Keputusan 
Menteri Dalam Negcri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan 
Desa ; 

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1999 tentang Prosedur 
Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam 
Negeri ; 

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nom·or 65 Tahun 1999 tentang 
Pedoman Umum Pengaturan mengcnai Pernbentukan Kelurahan ; 

Memperhati.kan : Keputusan Dewan Peiwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 24 Juli 
2000 Nomor 146/23/2000 tentang Perse~juan Dewan Peiwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Kudus atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang 
Pcmbentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan untuk ditetapkan 
menjacti Peraturan Daerah ; 

Menetapkan 

Dengan persetujuan 
DEW AN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS 

MEMUTUSKAN : 

PERA TURAN DAERAH KABUP A TEN 
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN 
KELURAHAN. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

a. Bupati adalah Bupati Kudus; 

KUDUS TENT ANG 
PENGGABUNGAN 

b. Dewan Peiwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus; 

c. Daerah adalah Kabupaten Kudus ; 

d. Carnat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan perangkat Daerah; 

e. Keluraltan adalah wilayah kerja Lurah yang merupakan perangkat 
Kecamatan; 

f Kepala Kelurahan yang selanjutnya disebut Lurah adalah Kepala Kelurahan 
yang mempakan Perangkat Daeral1 di bawah Kecamatan; 

g. Lingkungan ..... 
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g. Lingkungan adalah bagian wilayah da1arn Kelurahan yang mcrupakan 
linglcungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kelurahan ; 

h. Pembentukan Kclurahan adalah tindakan . mcngadakan Kelurahan baru di 
luar KeJurahan yang tclah ada atau sebagai akibat pcmecahan Kelurahan 
yang didasarkan atas persyaratan yang ditentukan dcngan mernperh.atikan 
kondisi sosial budaya masyarakat perkotaan setempat; 

t. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadabn Kelurahan yang ada 
berdasarkan atas persyaratan yang ditentukan dengan mernperhatikan kondisi 
sosial budaya masyarakat perkotaan setcmpat; 

J. Penggabungan Kelurahan adalah tindakan menggabungkan dua Kelurahan 
atau lebih yang ada berdasarkan atas persyaratan yang diten.tukan dcngan 
memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat perkotaan setempat, 

k. Batas Kelurahan adalah tanda pemisah Kelurahan yang bersangkutan dengan 
Desa atau Kelurahan yang bersebelahan baik bcrupa tanda alam maupun 
tanda buatan ; 

I. Kelurahan Persiapan adalah Kclurahan baru di daJarn wilayah Kelurahan 
sebagai hasil pemecahan dan penggabungan Kelurahan. 

BAB Il 

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN 
KELURAHAN 

Bagian Pertama 
Persyaratan 

Pasal 2 

Tujuan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Ketarahan adalah lUltuk 
meningkatkan kemampuan penyelcnggaraan 'pemerintahan secara berdaya guna 
clan berhasil gwia serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat 
perkembangan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi sosial budaya 
masyaralcat perkotaan. · 

Pasal 3 

( 1) Keturahan dt'bentuk di K.awasan Perkotaan dengan memperhatibn 
persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial 
budaya rnasyarakat. 

(2) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayah.nya tidak lagi mcmenuhi 
persyaratan dapat clihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dengan 
tokoh-tokoh rnasyarakat. 

Pasal 4 .... . 
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Dalam pcmbentukan dan penggabungan Kelurahan hams memcnuhi 
pereyaratan sebagai berikut : 

a. Jwnlah penduduk minimal 2.500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga ; 

b. Luas Wilayah, yaitu luas wilayah yang tcrjangkau dalam pclayanan dan 
pernbinaan masyarakat dengan memperhatikan jaringan perhubuogan clan 
komunikasi yang tersedia ; 

c. Sosial Budaya, yaitu Kondisi sosial masyarakat yang memberikan peluang 
bagi masyarakat dalarn kehidupan beragama dan bermasyarakat dalaJn 
wilayah perkotaan ; 

d. Potensi Kelurahan, yaitu adanya kemampuan Kelurahan dalam memmjang 
kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan ; 

e. Sarana dan Prasarana, yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya 
sarana dan prasarana perhubungan, sosial, pemasaran produksi clan 
prasarana pemerintahan. 

Bagian Kedua 
Nama, Batas Wilayah dan Peta Kelurahan 

PasalS 

Nama Kelurahan baru sebagai aktbat pembentukan clan penggabungan 
berdasarkan atas asal usul Kelurahan dcngan mempcrhalibn kondisi sosial 
budaya masyarakat perkotaan setempat 

Pasal6 

(1) Batas Wilayah Kelurahan baru sebagai akl'bat pemecah.an Kelurahan 
ditetapkan berdasarkan asal-usul Kelurahan dan persyaratan yang ditcntulcan 
sebagaimana dim.aksud dalain Pasal 4 Peraturan Daerah mi . 

(2) Batas Wilayah Kelurahm baru sebagai akibat pensgab~ Kelurahan 
ditetapkan berdasarkan · penggabungan batas-batas wilayah Keluraban yang 
ada. 

Pasal7 

( 1) Penetapan batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 6 
Peraturan Daerah ini dilaksanakan bersama ant&' Kelurahan yang . 
bersangkutan dengan Kelurahan clan atau Desa yang bersaogkutan dengan ·· 
memasang dan atau menetapkan tanda batas wilayah. 

(2) Pemasangan clan atau penetapan tanda batas wilayah sehagaimana dimabud 
dalatn ayat (1) Pasal ini disaksikan oleh Camat yang bcrsangkutan. 

Paul8 ..... 
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Pasal8 

(1) Dalmn hal terjadi Pembentukan, Pcnghapusan atau Pcnggabungan 
Kelurahan, maka Kelurah.an sebagai basil Pembentukan, Pcngbapusan atau 
Penggabungan abn mengakibatkan pcrubahan batas wilayah. 

(2) Perubahan batas wilayah Kelurahan dapai juga terjadi karena penambahan 
atau pengurangan wilayah Kelurahan. 

(3) Perubahan batas wilayah Kclurahan sebagaimana dirnaklud daJarn ayat (1) 
dan (2) Pasal ini diusulkan oleh Lorah melalui Camat kcpada Bupati. 

(4) Atas usul Lurah sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ioi, seJanjutnya 
oleh Bupati dimintalcan penetujuan kepada DPRD . . 

1 

(S) Berdasarkan penetujuan DPRD, ma1ca Bupati menetapkan Kcputusan 
batas wilayah Kelurahan. 

Pasal 9 

T anda batas wilayah Kelurahan yang telah dipasang atau ditetapkan sebagaimana 
dimaksud daJarn Pasal 7 dan ayat (S) Pasal 8 Peraturan Daerah ini, harua tetap 
terpelihara dan tidak botch diubah secara sepihak. 

Pasal 10 

(1) Wtlayah Kelurahan dengan batas-batas wilayahnya yang sudah ditetapkan 
sebagairoana dimaksud da1ain Pasal 7 dan ayat (5) Pasal 8 Peraturan Daerah 
ini, selaajutnya ditetapkan dalam bentuk Peta Kelurahan. 

(2) Dalam pembuatan Peta Kelurahan bcrpedoman pada pcraturan perundang
undangan yang berlalal;. . 

(3) Peta Ketw-ahan diusulkan Kcpala Kelurahan melalui Camat kepada Bupati. 

(4) Peta Ketw-ahan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, oleh Bupati 
dimintakan persetujuan DPRD. 

(5) Berdasarkan persetujuan DPRD, maka Bupati menetapkan Keputusan 
tentang Peta Kelurahan. 

Bagian Ketiga ,1 

Mekanisme Pelaksanaan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan 
Kelurahan 

Pasal 11 

(1) Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan sebagaimana 
dimaksud dalaJn Pasal 3 Pcraturan Daerah ini diusulkan oleh Lurah rnelalui 
Carnat Kepada Bupati. 

(2) Usul ..... 
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(2) Usul Lurah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tcdcbih dahulu 
dimusyawarahkan dengan pemuka-pemuka masyarakat. 

(3) Atas usul Lurah sebagaimana dimabud pada ayat (1) Pasal ini, Bupati 
melaksanakan penclitian lapangan atas Kclurahan yang diusulkan untuk 
dibentuk, dihapus atau digabung. 

( 4) Berdasarkan dasar basil penelitian atasKelurahan yang memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini oleh Bupati 
memintakan persetujuan DPRD Wttuk menetapkan Perattnn Daerah 
mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Pene,gabungan Kelw-ahan. 

(5) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalaJn ayat (4) Pasal ini harus 
menyebutkan Nama, Luas wilayah, Jwnlah penduduk atau Kepala Kehiarga, 
Batas Kelurahan, Jumlah Ungkungan dan Peta Kelurahan. 

Bagian Keempat 
Pcrubahan Desa menjadi Kelurahan 

Pasal 12 

(1) Desa-desa di Kawasan Perkotaan yang memenuhi persyaratan dimabud 
dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini dapat diubah menjadi Kelurahan atas 
prakarsa masyarakat. 

(2) Perubahan desa menjadi kelurahan disamping memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat mempertimbangkan pula asal 
usul desa dan kemampuan keuangan Daerah. 

(3) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diusulkan 
oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati dengan 
tembusan Camat. 

( 4) Berdasarkan basil penelitian atas Desa yang memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud . pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini oleh Bupati 
mengajukan persetujuan kepada DPRD Wttuk menetapkan Peraturan 
Daerah mengenai Perubahan status Desa menjadi Kelurahan. · 

Pasal 13 

Dengan ditetapkan status Desa menjadi Kelurahan, maka kewcnangan Desa 
sebagai suatu kesatuan ~arakat hukum yang berhak mengatur dan mcngurus 
kepentingan masyarakat setempat berdasatbn asal usul dan adat istiadat 
setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Kelurahan sebagai 
Perangkat Daerah dJ'bawah Kecamatan. 

Pasal 14 

(1) Kepala Desa yang desanya menjadi kelurahan diangkat sebagai Perangkat 
Daerah dengan status non Pegawai Negeri Sipil dan dmerikan penghasilan 
sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah sampai masa jabatannya 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

. (2) Perangkat.. ... 



(2) Perangkat ~ : yang Desanya mcqjadi Kclurahan diangbt ecbagai 
perangkat Dacrah dcngan statm ·non Pegawai Negcri Sipil dan diberikan 
penghasilan 9C8Uai dcngan kcmampuan keuangan Dacrah sampai bataa uaia 
pcnsiun berdwrkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus yang mengatur 
tcntang Perangkat Desa sesuai Undang-undang Nomor 22 T ahun 1 m 
tentang Pemcrintahan Daerah. 

Pasal 15 

Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pcndapatan yang meqjadi milik 
Pernerintah Desa dengan diubahnya status Desa menjadi Kelurahan mcrtjadi 
milik Pemerintah Kabupaten. 

BagianKelima 
Pembagian Wilayah Kelurahan 

Pasal 16 

( 1) Berdasarkan pada asal usu) Keturahan dan kondisi solial budaya 
masyarakat perkotaan da1arn wiJayah Kelurahan dimungkinkan adanya 
pembagian wilayah yang merupakan linglrungan kerja pelabanaan 
pemerintahan Kelurahan. 

(2) Pembagian wilayah Kelurahan sebagaimana dimabud dalam ayat (1) Pasa.t 
ini selanjutnya disebut Lingkungan. 

Pasal 17 

( l) Dalmn pembentukan dan penggabungan Llngkungan harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut : 

a. Jumlah penduduk minimal 800 jiwa atau 175 Kepala Keluarga. 
b. Luas wiiayah yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan 

masyarakat deogan memperhatikan . jaringan perhubunpn dan 
komunikasi yang tersedia. . 

(2) Persyar:atan sebagaimana · dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur oleh 
Bupati. 

Pasal.18 . 

Liogkungan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi 
persyaratan dapat dihapus atau digabung. . 

..... , 

Pasal 19 

( 1) Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Llngkungan diumilkan 
oleh Lurah kepada Bupati melalui Camat setelah dimusyawarahkan dengan 
Kepala Lingkungan dan tokok-tokoh maysyarakat setempat. 

(2)Atas .. ... 
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(2) Atas U8Ul Lura):a sc~ ~ pada ayat (1) .Paal, ini, Bupati ' 
melalcsaoak3J' penelitian Japangan atas Linglrungan yang diusulkan untuk 
dibcniuk, dihapus atau digabung. 

(3) Berdasarbn basil penclitian atas Linglrungan yang mcmcnuhi ' 
pmyaratan scbagaimana dimabud Pasal 17 Peraturao Daerah ini Bupati 
mcnetapkan Keputusan tentang Pembentukan, Penggabungan dan 
Pengh.apusan Lingkungan di Kelurahan. 

Pasal 20 

Jurnlah Lingkungan sebagaimana ctimalcsud dalam Pasal 16 disesuaikan dengan 
kebutuhan masyarakat dan kondisi sosial bodaya masyarakat petkotaan 
setempat dengan tetap memperhatikan janglcauan pelahanaan. pemerintaha 

BagianKeenam 
Kekayaan Kclurahart 

Pasal 21 

Kekayaan dan sumber-swnber pendapatan Kdurahan dilcelola melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan 
Kelurahan yang bersangkutan. 

Bagian Kctujuh 
Lembaga Kemasyarakatan 

Pasal 22 

( l) Di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan 
kebutuhan dengan tetap memperhatikan adat istiadat dan kondisi sosia1 . 
budaya setempat serta aspirasi masyarakat. 

(2) Lembaga Kemasyarakatan yang perlu dibentuk adalah Rukun Tetangga 
(RT) ~ Rukun Warga (RW). 

(3) T atacara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan diatW' lebih lanjut oleh 
Bupati. 

BAB ID 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal23 

Kelurahan yang tel.ah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan 
sebagai Kelurahan. 

Pasal 24 . 

Nama, Batas wilayah dan Peta Kelurahan yang telah ada sebelum berlakwtya 
Peraturan Daerah ini dinyatakan sebagai Nama, Batas wilayah dan Peta 
Kelw-ahan. 
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Pasnl 25 

K1:kayaan dan sumber-sumbi.:r pcndap;itan Kelurahan yang tclah a<la scbclum 
berlakunya Peratmnn Oacrah ini, dikclola melalui , \nggaran Pcndapatan clan 
Bclanj;i Daerah bcrdasarkan Pcraturan Oacrah ini. 

Pasal 26 

Pcrnbagi:10 wilayah Kclurahnn yang telah ada sehclum bcrl:ikunya Pcratur:in 
Dacrah ini, dinyatakan scbagai Lingkungan. 

DAB IV 

KETENTUA1' Pf fl lH JP 

Pasal 27 

Di.:ngan berlakunya Peraturan ini maka Pi.:raluran Daerah r:abupati.:n Dacrah 
Tingkat lJ Kudus Tomor 8 Tahun 1981 tcntang Pcmbentukan Dusun dalam 
Dcsa dan Li.ngkungan clalam kdurahan <linyatakan Licbk berlaku. 

r asal 28 

l-Ial-hal yt\ng belum diatur dala1n Peralltran Daerah ini~ sepanjang mengenai 
P la ·:maannya akin diatur lcbil1 lanjul oleh Bupati. 

Pasal 29 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengunclangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus. 

Dic;;ahkan di Kudus 
pada tanggal 24 Juli 2000 

~ ' ~ 0 P - TI KUDUS 
/; Q,, ' 

(((()~ 
\ ~1 M ,n .,, ""'"" 
' 1- ''-... 
'··: ... l.1 -·,:.;- \_\ ,·/·:, 

Diundangkan di Kudus '----:..~.::-_:..:;,. _. 
pada tanggal 24 Juli 2000 

.,,,-.:_:::i:-- ~ -- · 

SE~T~,AH KABUPATEN KUDUS, 

(,'-,~ ---/Jo 
'\ ~.~~I ~ . 
\<: .\ ~ R~~LA. TMOKO 

''\,Ir~ 1J 

LE~-~~~~ KABUP ATEN :KUDUS TAHUN 2000 NOMOR 23 
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PENmLAS Al"J 

PERATllR N l AERAH .KABUPATEN KUDUS 

NOi\'lOR l 7 TAI-ITJN 2000 

TuNTA G 

PEMBENTUKAN, I ENGIIAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN 

PENrnLASAN l1MlRv1 

Berdasarkan Pasal 67 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daera11. maka scbag;ii pelaksan:ian Otonomi D:ierah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Kelurahan, 
pembentukan, penghapusan, dan pcnggabungan Kelurahan yang merupakan perangkat 
Krcamatan sebagai bagian dari Pcrangkat Dacrah diatur dengan Peraturan Dacrah. 

Kelurahan clipimpin oleh seorang Lura11 yang menerima pelimpahan sebagian 
kewcnangan pemerintahan dari Cama~ yang mempunyai batas wilayah kelurahan dengan ciri
ciri sebagai kawasan perkotaan, dan masyarakatnya mempunyai kondisi sosial budaya 
masyarakat perkotaan. 
Adapun ciri wilayah perkotaan adalah mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan 
susun an fungsi k.awasan sebagai tempat pemuk.iman perkotaan, pemusatan dan distribusi 
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 

Untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya 
guna cLm berhasil guna serta guna lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibentuk 
linglo.mgan-lingkungan dalam Kelurahan. Selain Kelurahan yang sudah ada, dapat dibentuk 
kelurahan baru dengan cara penggabungan, pemecahan dan perubahan dari Desa menjadi 
Kelurahan atas prakarsa masyarakat. 

Bagi Desa yang statusnya diubah menjadi Kelurahan, pengelolaan Sumber 
Pendapatan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten yang diperuntukkan bagi kepentingan pelaksanaan pemerintahan, 
pembangunan, dan kemab-yarakatan di tingkat kelurahan dengan tetap memperhatikan 
keseimbangan antara desa dan kelurahan lain yang ada di Kabupaten. 

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Kudus Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa clan 
Lingkungan dalam Kelurahan perlu dicabut. 

II. PENJELASAN .. ... 
I 

I 
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lI. PE. 'JELAS A PAS AL DEJ\U PASAL 

l\1~al 1 s. d Pasal 13 
r :~sal 14 ayat (1) 

P.:isa l 14 ayat (2) s.d. 
Pa~al ~ () 

Cukup jclas 
Pcraturan pcrnmhmg-undangan yang bcrlaku <liaplikasikan dalam 
undang-undang Nomor 5 Tahtm J 979 tcntong Pcmcrintahan Dcsa 
berlaku bagi Kcpala Dcsa yang dipili11 d.111 diangkat deng,.111 masa 
_iabatan 8 (dcl.1pan) tahun d;m bc-rclasarkan Und:mg-undang Nomor 22 
Tahun 1999 tcntang Pcmcrintahan Dacrah bcscrta aturan 
pclaksanaannya bcrl.:iku hagi Kepala Dcsa dcngan masa jabatan 10 
(scpuluh) tahun. 
Cukup jclas. 

TA~ffi AHAN LE ·tnARAN DAERAH :K AfiUP TEN KlJDUS NOMOR 16 
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